PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/3/PBI/2015
TENTANG

KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH

DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang
sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

bahwa penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga
diperlukan untuk mendukung tercapainya
kestabilan nilai tukar Rupiah;

bahwa untuk mewujudkan kedaulatan Rupiah di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai
tukar Rupiah, perlu diterapkan kebijakan kewajiban
penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank
Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem
pembayaran  berwenang mengatur kewajiban
penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank

Indonesia . ..



Mengingat

2
Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia = Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata
Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5223);

MEMUTUSKAN . ..
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG

KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.

(1)

(2)

Rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang yang mengatur mengenai mata uang.

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang yang mengatur mengenai perbankan dan Bank Umum
Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai perbankan syariah.

BAB II
KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH
Pasal 2

Setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang

dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;
dan/atau

c. transaksi keuangan lainnya.

Pasal 3 ...
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Pasal 3

(1) Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku untuk:
a. transaksi tunai; dan
b. transaksi nontunai.

(2) Transaksi tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mencakup transaksi yang menggunakan uang kertas dan/atau uang
logam sebagai alat pembayaran.

(3) Transaksi nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mencakup transaksi yang menggunakan alat dan mekanisme

pembayaran secara nontunai.

BAB III
PENGECUALIAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH
Pasal 4

Kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) tidak berlaku bagi transaksi sebagai berikut:

a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja negara;

penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;

transaksi perdagangan internasional;

SIS

simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing; atau

®

transaksi pembiayaan internasional.

Pasal 5

Kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) juga tidak berlaku untuk transaksi dalam valuta asing yang

dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang meliputi:

a. kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank
berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan

dan perbankan syariah;

b. transaksi ...



b.
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transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam
valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan
Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan
surat berharga syariah negara; dan

transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan

Undang-Undang.

Pasal 6

Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.

© o o o

pembayaran utang luar negeri;

pembayaran utang dalam negeri dalam valuta asing;

belanja barang dari luar negeri;

belanja modal dari luar negeri;

penerimaan negara yang berasal dari penjualan surat utang negara
dalam valuta asing; dan

transaksi lainnya dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan

dan belanja negara.

Pasal 7

Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b hanya dapat dilakukan oleh penerima

atau pemberi hibah yang salah satunya berkedudukan di luar negeri.

(1)

Pasal 8

Transaksi perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf ¢ meliputi:

a. kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah
pabean Republik Indonesia; dan/atau

b. kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara
yang dilakukan dengan cara:

1. pasokan lintas batas (cross border supply); dan

2. konsumsi ...
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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2. konsumsi di luar negeri (consumption abroad).

Transaksi untuk kegiatan tambahan dalam kegiatan ekspor dan/atau

impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dikategorikan

sebagai transaksi perdagangan internasional sehingga wajib

menggunakan Rupiah.

Pasal 9

Transaksi pembiayaan internasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf e hanya dapat dilakukan oleh pemberi atau penerima
pembiayaan yang salah satunya berkedudukan di luar negeri.

Dalam hal pemberi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa Bank maka wajib memenuhi ketentuan yang mengatur
mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank

dengan pihak asing.

BAB IV
LARANGAN MENOLAK RUPIAH
Pasal 10

Setiap pihak dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang

penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk

menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah

dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam

hal:

a. terdapat keraguan atas keaslian Rupiah yang diterima untuk
transaksi tunai; atau

b. pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing
telah diperjanjikan secara tertulis.

Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

hanya dapat dilakukan untuk:

a. transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; atau

b. proyek ...
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b. proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank

Indonesia.
BAB YV
PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN/ATAU JASA
Pasal 11

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pelaku usaha wajib

mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah.

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB VI
LAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN
Pasal 12

Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan, keterangan,
dan/atau data kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan
kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) dan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan
laporan, keterangan, dan/atau data yang diminta oleh Bank

Indonesia.

Pasal 13

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap
pihak dalam melaksanakan kewajiban penggunaan Rupiah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan kewajiban
pencantuman harga barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11.

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bank Indonesia menempuh berbagai cara antara lain sebagai berikut:
a. meminta laporan, keterangan, data, dan/atau dokumen

pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait;

b. melakukan pengawasan langsung terhadap setiap pihak; dan/atau

c. menunjuk ...
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c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian dalam rangka

pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Kegiatan yang berupa:

a. penukaran valuta asing yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan
usaha penukaran valuta asing sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan

b. pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar wilayah pabean
Republik Indonesia yang dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,

tidak dikategorikan sebagai transaksi yang wajib menggunakan Rupiah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 15

Dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia ini Bank Indonesia dapat

melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 16

Dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik
tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk
transaksi nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan
tetap memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana diatur

dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VIII . ..
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BAB VIII
SANKSI
Pasal 17

Terhadap pelanggaran atas:

a. kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; dan/atau

b. larangan menolak Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

berlaku ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Pasal 18

(1) Pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi
nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. kewajiban membayar; dan/atau
c. larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran.

(2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi,
dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 19

Pelanggaran atas kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa
dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan kewajiban
penyampaian laporan, keterangan, dan/atau data sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran

tertulis.

Pasal 20

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, Bank Indonesia dapat merekomendasikan

kepada ...
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kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan sesuai

dengan kewenangannya.

(1)

(2)

(3)

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Perjanjian tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian kewajiban
dalam valuta asing selain perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (3) yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015, tetap
berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tertulis tersebut.
Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku
untuk perjanjian tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian
kewajiban dalam valuta asing untuk transaksi nontunai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

Perpanjangan dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tunduk pada Peraturan

Bank Indonesia ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam

Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 23

Ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi

nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mulai

berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Pasal 24

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2015

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 70
DPU



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/3/PBI/2015
TENTANG
KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH
DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang
merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus
dihormati oleh seluruh warga negara Indonesia. Salah satu simbol
kedaulatan negara tersebut adalah Rupiah sebagai mata uang yang
dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah di
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kegiatan
perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia diperlukan untuk mendukung
kestabilan nilai tukar Rupiah yang merupakan bagian dari tujuan
yang diamanatkan kepada Bank Indonesia dalam Undang-Undang
mengenai Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan
nilai Rupiah. Dalam kondisi pasar valuta asing di dalam negeri
mengalami kelebihan permintaan valuta asing, penggunaan valuta
asing untuk transaksi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
akan memberikan tambahan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah
dimana hal ini berpotensi mengganggu stabilitas nilai Rupiah.

Sejalan dengan kewenangan Bank Indonesia dalam
pengaturan terhadap Rupiah maka diperlukan pengaturan mengenai
kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia baik untuk transaksi tunai maupun transaksi nontunai.

Pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia juga dimaksudkan wuntuk Ilebih

mengefektifkan pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang



II.

0
mengenai mata uang yang mewajibkan penggunaan Rupiah dalam

setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian
kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau
transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mendukung perekonomian Negara Kesatuan
Republik Indonesia, pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah di
Wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu tetap
memperhatikan adanya kebutuhan penggunaan valuta asing dalam
masyarakat yang diperkenankan berdasarkan Undang-Undang.

Pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bank Indonesia ini telah disusun dengan memperhatikan Undang-
Undang, seperti Undang-Undang mengenai perbankan, Undang-
Undang mengenai Bank Indonesia, Undang-Undang mengenai lalu
lintas devisa dan sistem nilai tukar, Undang-Undang mengenai surat
utang negara, Undang-Undang mengenai perbankan syariah, Undang-
Undang mengenai surat berharga syariah negara, Undang-Undang
mengenai transfer dana, dan Undang-Undang mengenai mata uang.

Penerapan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan
kesiapan pelaku usaha, kontinuitas kegiatan wusaha, kegiatan

investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak” adalah orang perseorangan
atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau
kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum

maupun bukan badan hukum.

Avat (2) ...



Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “transaksi keuangan lainnya”
antara lain meliputi kegiatan penyetoran Rupiah dalam
berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada
Bank.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Contoh alat pembayaran secara nontunai antara lain cek, bilyet
giro, kartu kredit, kartu debit, kartu Automated Teller Machine
(ATM), dan uang elektronik.
Contoh mekanisme pembayaran secara nontunai antara lain
melalui transfer dana.
Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing hanya dapat
diselenggarakan oleh Bank yang melakukan kegiatan usaha
dalam valuta asing.
Transaksi terkait simpanan di Bank yang melakukan kegiatan
usaha dalam valuta asing dapat berupa penyetoran dan/atau

penarikan valuta asing.

Hurufe. ..



Huruf e

Cukup jelas

Pasal 5

Hu

Hu

Hu

ruf a

Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank
berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai
perbankan dan perbankan syariah meliputi antara lain:

1. kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan
kegiatan lainnya;

pasar uang antar Bank dalam valuta asing;

obligasi dalam valuta asing;

sub debt dalam valuta asing;

jual beli surat berharga dalam valuta asing; dan

o gk W

transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur
dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan

dan perbankan syariah beserta peraturan pelaksanaannya.
ruf b

Cukup jelas.

ruf c

Undang-Undang yang mengatur mengenai transaksi lainnya
dalam valuta asing antara lain Undang-Undang mengenai Bank
Indonesia, Undang-Undang mengenai penanaman modal, dan
Undang-Undang mengenai lembaga pembiayaan ekspor

Indonesia.

Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “kegiatan ekspor dan/atau impor
barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik
Indonesia” adalah perdagangan barang antarnegara atau

lintas negara.

Hurufb. ..
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Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan jasa yang
melampaui batas wilayah negara dalam bentuk pasokan
lintas batas (cross border supply)” adalah kegiatan
penyediaan jasa dari wilayah suatu negara ke wilayah
negara lain seperti pembelian secara online (dalam jaringan)
atau call center.
Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan jasa yang
melampaui batas wilayah negara dalam bentuk konsumsi di
luar negeri (consumption abroad)” adalah kegiatan
penyediaan jasa di luar negeri untuk melayani konsumen
dari Indonesia seperti warga negara Indonesia yang kuliah
di luar negeri atau rawat di rumah sakit luar negeri.
Ayat (2)
Kegiatan tambahan berkaitan dengan kegiatan ekspor
dan/atau impor barang yang dilakukan di wilayah pabean
Republik Indonesia melalui sarana pengangkutan kapal,
pesawat, atau sarana angkut lainnya tidak dikategorikan
sebagai kegiatan ekspor dan/atau impor barang.
Kegiatan tambahan berkaitan dengan kegiatan ekspor
dan/atau impor barang antara lain meliputi: sandar kapal di
pelabuhan, bongkar muat kontainer, penyimpanan sementara
kontainer di pelabuhan, dan parkir pesawat di bandara.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak” adalah orang perseorangan
atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau
kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum

maupun bukan badan hukum.

Avat (2) . ..



Ayat (2)
Huruf a

Setiap pihak yang memiliki Rupiah yang diragukan

keasliannya tersebut dapat meminta klarifikasi kepada

Bank Indonesia.

Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “proyek infrastruktur strategis”

adalah:

1. proyek infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan
utang luar negeri korporasi nonbank; dan

2. dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian
atau lembaga yang berwenang.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Pengawasan oleh Bank Indonesia terutama dilakukan terhadap
pemenuhan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi
nontunai. Sedangkan pengawasan dan/atau penegakan hukum
terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan Rupiah untuk
transaksi tunai dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak
hukum.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14 . ..



Pasal 14
Huruf a
Yang dimaksud “kegiatan usaha penukaran valuta asing sesuai
dengan peraturan perundang-undangan” antara lain kegiatan
usaha penukaran valuta asing bukan Bank yang memiliki izin
dari Bank Indonesia.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 15
Koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain dapat dilakukan
antara lain dengan aparat penegak hukum, dan otoritas yang
berwenang.
Pasal 16
Penetapan kebijakan oleh Bank Indonesia dilakukan dengan
mempertimbangkan antara lain kesiapan pelaku usaha,
kontinuitas kegiatan wusaha, kegiatan investasi, dan/atau
pertumbuhan ekonomi nasional.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Rekomendasi yang disampaikan oleh Bank Indonesia antara lain
berupa rekomendasi untuk mencabut izin usaha atau
menghentikan kegiatan usaha.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayvat 3) . ..
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Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perubahan atas perjanjian tertulis”
adalah perubahan yang terutama terkait dengan perubahan
subjek dan/atau objek pada perjanjian tertulis.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
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